SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa  sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 43553);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400},
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438},

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji  Pegawai Negerni Sipil ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 108]);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79  Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintahh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonensia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 1entang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2017 omor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14
Tahun 2009 tentang Program Pembangunan jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Nomor 14};

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 327.921.842.000,00
b. Dana Perimbangan Rp 1.397.422.275.000,00
¢. Lain-lain Pendapatan Yang
sah Rp 398.498.360.000,00
Jumlah Pendapatan Rp 2.123.842.477.000,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawali Rp 1.015.579.441.000,00
2) Belanja Bunga Rp 0,00

3) Belanja Subsidi Rp 0,00



4) Belanja Hibah Rp 57.134.000.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp 13.295.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 15.923.459.000,00
7) Belanja Bantuan

Keuangan Rp 321.999.228.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 2.500.600.000,00

Rp 1.426.431.128.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 7.042.743.000,00
2) Belanja Barang dan

Jasa Rp 542.157.138.000,00
3) Belanja Modal Rp 337.957.169.000,00

Rp 887.157.050.000,00

Jumlah Belanja Rp 2.313.588.178.000,00
Surplus(Defisit) Rp ({189.745.701.000,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 199.745.701.000,00
1) Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya Rp 109.745.701.000,00
2) Penarikan dari AMU

Bank Jateng Rp 0,00
3) Sharing Cadangan Tujuan

Dari Bank Jaleng Rp 6,00
4) Penerimaan Pinjaman

Daerah Rp 90.000.000.000,00

b. Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00

1) Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah Rp 10.000.000.000,00

2) Pemberian Pinjaman

Bergulir Dana Tunda

Jual Rp 0,00
3) Pembayaran Hutang

Talangan LUEP kepada

Propinsi Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan netto Rp 189.745.701.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan
Bupati ini.



"

Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ni.

Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan
in1 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ini berlaku sejak
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 20 Desember 2018
BUPATI KARANGANYAR,
TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 20 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 92

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Ba\:gi%&Hukum, I

e 1 )
ZULQ(AR IHADIDH

NIP. 19750311 P99903 1 009




